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ABSTRAK 
 
Dalam birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh menurut data kepegawaian,  
jumlah ASN/PNS perempuan mencapai dua kali lipat dari ASN/PNS laki-laki.  
Namun yang menduduki jabatan struktural atau jabatan eselon lebih didominasi 
oleh pegawai laki-laki. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
bagaimana mobilitas pegawai perempuan dalam menduduki jabatan eselon di 
Pemerintah Kota Banda Aceh serta apa saja faktor pendukung dan 
penghambatnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan datanya 
disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang kemudian dijelaskan dalam bentuk 
narasi/analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2015 
sampai 2017 di birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh,  pada jabatan Eselon II 
dan III jumlah pegawai perempuan hanya berkisar 21% sampai 23% sedangkan 
pegawai laki-laki mencapai 77% sampai 79%. Pada jabatan Eselon IV dan V 
jumlah pegawai perempuan mencapai 46% sedangkan pegawai laki-laki mencapai 
54%.  Sedangkan pada jabatan non eselon lebih didominasi oleh ASN/PNS 
perempuan yang mencapai jumlah 70% sampai 71%, sedangkan untuk pegawai 
laki-laki hanya berkisar antara 29% sampai 30%. Hal tersebut dikarenakan adanya 
faktor yang menghambat mobilitas pegawai perempuan dalam mendapatkan 
promosi dan menduduki jabatan eselon. Faktor penghambat tersebut berupa 
kurangnya pengalaman kerja, persepsi gender, budaya dan keluarga. Sehingga 
berimplikasi kepada tidak banyaknya pegawai perempuan yang menduduki 
jabatan eselon. Namun demikian ada juga faktor yang mendukung yaitu 
kompetensi, latar belakang pendidikan, prestasi kerja dan loyalitas. 
 
Kata kunci: mobilitas, ASN perempuan, birokrasi pemerintah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Sejak ratusan tahun yang lalu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, 
perempuan Aceh sudah berperan di ranah publik. Fakta sejarah menunjukkan 
bahwa sejak zaman Kerajaan Aceh banyak kaum perempuan yang ikut berjuang 
untuk melawan penjajah, seperti Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dien, 
Teungku Fakinah, Cut Meutia, Pocut Meurah Intan, dan juga Cutpo Fatimah. 
Perempuan-perempuan ini bukan hanya pejuang biasa, tapi merupakan pimpinan 
pasukan. Laksamana Malahayati misalnya, adalah laksamana perempuan pertama 
di dunia, pemimpin pasukan yang terkenal dengan sebutan Armada Inong Balee
1
. 
Selain laksamana dan panglima perang perempuan, Kerajaan Aceh juga 
pernah dipimpin oleh empat sulthanah. Perempuan pertama yang menjabat 
sebagai sulthanah pada masa itu adalah Ratu Safiatuddin. Pada saat beliau 
berkuasa, Aceh mengalami kemajuan yang pesat dalam bidang ekonomi, agama, 
hukum, seni budaya, hingga ilmu pengetahuan
2
.  
Selanjutnya, peran perempuan Aceh muncul kembali pada masa konflik 
politik pasca Indonesia merdeka. Pada masa tersebut para perempuan angkat 
bicara tentang perdamaian. Berbagai upaya penyelesaian konflik dibicarakan 
dalam Duek Pakat Inong Aceh (Kongres Perempuan Aceh) pada tahun 2000
3
. 
                                                                   
1
Moerdopo. 2008. Perempuan Keumala Sebuah Epos untuk Nanggroe. Jakarta: PT 
Grasindo Anggota Ikapi. hlm. 5. 
2
Husein dan Amiruddin. 2008. Aceh Serambi Mekkah. Banda Aceh: Citra Kreasi Utama 
hlm. 52. 
3
Trisnawati. 2016. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Banda 
Aceh tahun 2015. hlm. 2. 
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Ketika Tsunami 2004 menghancurkan banyak wilayah di Aceh, perempuan juga 
berjuang sepanjang masa tanggap darurat dan pembangunan kembali Aceh. 
Namun paska tsunami dan Nota Kesepakatan MoU Helsinki pada tahun 2005, isu-
isu gender seakan dikesampingkan dan dianggap selesai, misalnya isu yang 
berkenaan dengan peran perempuan dalam kehidupan sosial
4
. 
Hingga pada tahun 2007, di Aceh baru ada satu perempuan yang 
menduduki jabatan eksekutif di daerah tingkat dua, yaitu Illiza Saaduddin Djamal. 
Tahun 2012 beliau menjabat sebagai Wakil Wali Kota Banda Aceh. Pada masa 
kepemimpinannya, beliau berusaha untuk meningkatkan peran perempuan dalam 
perencanaan dan pembangunan di Aceh. Pada pertengahan 2009 tepatnya pada 
tanggal 27 Juli, Illiza mengadakan sebuah seminar dengan tema “Membangun dan 
Mengembangkan Konsep Kota Ramah Gender”5. Dengan mengembangkan 
konsep pengarusutamaan gender dalam bingkai Syari’at Islam. 
Pengarusutamaan gender merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh 
Pemerintah Kota Banda Aceh, untuk mewujudkan kota ramah gender dalam 
bidang ketenagakerjaan dan pemerintahan. Menurut Inpres Nomor 9 Tahun 2000 
tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menyebutkan 
bahwa “Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang 
dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi kebutuhan dan 
kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, 
                                                                   
4
Hasni. Perempuan dalam Konflik Aceh. hlm. 25. 
5
Trisnawati. 2016. Kesetaraan Gender... hlm. 3. 
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pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang 
pembangunan”6.  
Pengarusutamaan gender bertujuan untuk menghasilkan suatu perubahan 
dalam pembangunan yang akan melibatkan dan menguntungkan persamaan antara 
perempuan dan laki-laki
7
. Pengarusutamaan gender juga merupakan sebuah cara 
dalam meningkatkan keefektifan sebuah kebijakan utama dengan melibatkan 
karakterisasi gender dalam sebuah asumsi, proses, dan hasil yang terlihat
8
. Jadi, 
pengarusutamaan gender merupakan sebuah strategi untuk mencapai kehidupan 
sosial yang ramah gender melalui kebijakan program yang memperhatikan 
pengalaman dan aspirasi perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi di bidang pembangunan. 
Di bidang pemerintahan, dalam tata kelola Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
menurut yang dilampirkan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
No 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 99 
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri, hingga saat ini ada tujuh 
belas jenjang kepangkatan
9
.  
Di Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri, pada tahun 2015, hanya ada 
lima dari empat puluh instansi (badan, dinas dan kantor) yang dikepalai oleh 
                                                                   
6
Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Nasional. 
7
Woodford dan Berger. Gender Mainstreaming: what is it (about) and should we 
continue doing it?. Hlm. 65-72. 
8
 Walby. Introduction.Comparative Gender Mainstreaming in a Global Era. hlm. 453. 
9
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (KKBKN) No 11 Tahun 2001 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2000 tantang Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri. 
4 
 
 
 
perempuan, sedangkan sisanya dikepalai oleh laki-laki
10
. Dengan kata lain, hanya 
11 persen dari seluruh instansi yang ada di Kota Banda Aceh dikepalai oleh 
perempuan. Setelah pergantian pimpinan sejak awal 2017 pun, jumlah perempuan 
yang memimpin instansi pemerintah tidak bertambah. Data menunjukkan bahwa 
dari lima puluh sembilan instansi yang ada saat ini , hanya lima orang perempuan 
yang mempunyai jabatan tingkat Eselon II (kepala dinas) dan III (kepala 
bidang)
11
. 
Sementara berdasarkan data kepegawaian yang ada, jika dilihat dari 
jumlah PNS menurut jenis kelamin dan golongan di Kota Banda Aceh pada tahun 
2015, total jumlah PNS laki-laki mencapai 1.939 sedangkan total jumlah PNS 
perempuan mencapai 3.859
12
. Artinya, dari 5.798 total jumlah PNS yang tersebar 
di berbagai instansi di Kota Banda Aceh, 66 persen merupakan PNS perempuan. 
Merujuk pada data jumlah perempuan yang mempunyai jabatan tingkat Eselon II 
dan III di atas, maka terlihat jelas bahwa jabatan struktural masih didominasi oleh 
PNS laki-laki. PNS perempuan lebih banyak menduduki pangkat dan golongan 
terendah, dalam struktur Pemerintahan Kota Banda Aceh. Begitu juga dengan 
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pada tahun 2015 TPAK perempuan 
hanya mencapai 44,88 persen, merupakan perbedaan yang cukup jauh dengan 
jumlah TPAK laki-laki yang mencapai 76,11 persen
13
. 
Fakta ini didukung oleh hasil penelitian Ditalia Trisnawati (2015) yang 
berjudul “Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Banda Aceh 
                                                                   
10
 Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh. 
11 http:/bandaacehkota.go.id diakses pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 10.00 WIB 
12
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh. 
13
 http://bandaacehkota.bps.go.id diakses pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 14.00 WIB. 
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Tahun 2015”, menunjukkan bahwa dari segi ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja untuk perempuan masih rendah. Karena jenis kelamin digunakan 
sebagai salah satu persyaratan dalam pembagian kerja
14
. Sehingga, walaupun 
jumlah pekerja perempuan meningkat jumlahnya, namun mereka hanya 
menduduki jabatan atau golongan menengah ke bawah. Kondisi ini berbeda 
dengan kisah sejarah Aceh, yang menunjukkan bahwa perempuan dikenal karena 
berperan sebagai sulthanah dan pemimpin.  
Keadaan seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan fenomena “Glass 
Ceiling”. Pada tahun 1980-an, Gay Bryant pertama kali memperkenalkan 
“Fenomena Glass Ceiling” atau dalam bahasa Indonesia berarti ‘fenomena langit-
langit kaca’. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan bagaimana perempuan 
secara aturan perundang-undangan “terlihat” tidak mengalami hambatan dalam 
jenjang karir, namun pada kenyataannya tidak demikian. Bersebab berbagai 
alasan, fenomena ini menjelaskan bagaimana banyak perempuan sulit mencapai 
atau menduduki suatu jabatan tertinggi dalam pekerjaannya.  
Selain “fenomena langit-langit kaca”, penulis juga mengamati bahwa 
faktor agama berperan cukup penting dalam membentuk persepsi masyarakat 
tentang kepemimpinan dan peran perempuan di ranah publik. Faktor dari segi 
agama tersebut bisa dilihat pada kekalahan pasangan Illiza-Farid di  pemilu Wali 
Kota Banda Aceh tahun lalu, yang dikalahkan dengan pendapat dari statemen 
ulama yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi seorang 
pemimpin. Jabatan tersebut disebut dengan jabatan politik yang jelas berbeda 
                                                                   
14 Trisnawati. 2016. Kesetaraan Gender...hlm. 6 
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dengan jabatan birokrasi baik dalam pendaftarannya maupun proses 
pengangkatannya.  
Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana peran perempuan di ranah publik khususnya di bidang birokrasi, 
pegawai perempuan yang jumlahnya dua kali lipat dari pegawai laki tidak 
mendominasi dalam menduduki jabatan eselon. Sehingga peneliti ingin melihat 
mengapa hal tersebut terjadi dan apakah peristiwa tersebut merupakan 
diskriminasi gender? 
Maka dari hasil observasi awal dan data-data di atas, penulis tertarik untuk 
melihat pencapaian karir bagi perempuan yang bekerja di Pemerintahan Kota 
Banda Aceh, dengan judul penelitian “MOBILITAS APARATUR SIPIL 
NEGARA PEREMPUAN DI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDA 
ACEH”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang 
ingin diteliti sebagai berikut: 
1. Bagaimana mobilitas ASN perempuan di Pemerintah Kota Banda Aceh? 
2. Apa faktor pendukung dan penghambat mobilitas ASN perempuan? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui mobilitas ASN perempuan di Pemerintah Kota Banda 
Aceh. 
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat mobilitas ASN 
perempuan. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat atau kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya 
tujuan penelitian. Untuk itu, kegunaan hasil penelitian ini mencakup beberapa hal: 
 
1.4.1 Secara Teoritis 
1. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, akademisi, dan 
masyarakat mengenai mobilitas ASN perempuan dalam menduduki jabatan 
eselon di birokrasi pemerintahan khususnya di instansi pemerintah Kota 
Banda Aceh. 
2. Sebagai sumber kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan 
penelitian dalam ruang lingkup yang sama di masa yang akan datang untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan. 
1.4.2 Secara Praktis 
1. Memberikan informasi objektif bagi pihak yang berkepentingan mengenai 
mobilitas ASN perempuan dalam menduduki jabatan eselon birokrasi 
pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk pengarustamaan gender. 
2. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan kepada setiap 
pegawai yang ada di seluruh instansi pemerintah Kota Banda Aceh. 
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1.5 Penelitian Terdahulu 
Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu 
Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Lia Octarina 
(2008) 
Peranan 
Kepemimpinan 
Wanita Dalam 
Jabatan Publik 
peranan kepemimpinan wanita telah 
berjalan dengan baik, akan tetapi 
dalam 
kenyataannya masih terdapat 
hambatan-hambatan baik yang 
berasal dari faktor 
internal maupun faktor eksternal. 
Untuk itu, harus ada perbaikan-
perbaikan lagi di 
masa yang akan datang sehingga 
akan dapat meningkatkan kinerja 
dari pemimpin 
perempuan yang bersangkutan. 
Dengan demikian, akan berpengaruh 
pula pada 
peningkatan pelayanan pada kantor 
pelayanan Pajak Madya Medan. 
Novechi Anjodah  
(2015) 
Kepemimpinan 
Perempuan Dalam 
Peran perempuan dalam 
kepemimpinan membawa dampak 
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  Jabatan Publik  
(Studi pada Kantor 
Badan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak, Biro 
Adminitrasi 
Pemerintahan dan 
Biro Hukum 
Sekretariat Daerah 
Provinsi Kepulauan 
Riau) 
yang mengarah lebih baik. Tidak 
adanya permasalahan mengenai 
kesetaraan gender ditandai dengan 
tidak adanya diskriminasi antara 
perempuan dan laki-laki. 
Ulber Silalahi, 
dkk 
(2016) 
Kesetaraan Gender 
dalam Administrasi 
Publik: Peluang 
Pegawai 
Perempuan dalam 
Promosi Jabatan di 
Pemerintah Kota 
Bandung 
Dalam promosi jabatan struktural, 
PNS perempuan dan laki-laki 
memiliki peluang yang sama dan 
tidak ditemukan ketidaksetaraan 
gender dalam hal tersebut. Akan 
tetapi yang menjadi faktor 
penghambatnya adalah stereotype 
gender dalam masyarakat/birokrasi. 
Ditalia Trisnawati 
(2015) 
Kesetaraan Gender 
dan Pemberdayaan 
Komponen IPG yang terdiri dari 
aspek kesehatan, pendidikan dan 
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Perempuan di Kota 
Banda Aceh Tahun 
2015 
standar hidup layak menunjukkan 
hasil yang semakin membaik 
meskipun masih terdapat 
ketimpangan gender selama lima 
tahun berturut-turut dari 2010-2015. 
Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa dari segi 
kesehatan, Angka Harapan Hidup 
perempuan lebih tinggi daripada 
laki-laki. Sedangkan dari segi 
ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja untuk perempuan 
masih rendah. Karena jenis kelamin 
digunakan sebagai salah satu 
persyaratan dalam pembagian kerja. 
Diani Kahirunnisa 
dan Alamsyah 
Taher  
(2017) 
Pendidikan Dan 
Pendapatan 
Terhadap Mobilitas 
Sosial Wanita Di 
Gampong Laksana 
Banda Aceh 
Pendidikan berperan penting 
terhadap mobilitas sosial. Perempuan 
yang berpendidikan memiliki banyak 
peluang dalam perpindahan 
pekerjaan karena pendidikan 
mempunyai prinsip dan informasi 
yang lebih terarah. 
Lita Peranan Pemimpin perempuan dinilai telah 
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Mawengkang, dkk  Kepemimpinan 
Perempuan dalam 
Jabatan Publik 
(Studi pada Kantor 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten 
Minahasa Selatan) 
mampu menjalankan dengan baik 
dan bertanggungjawab, juga dapat 
memberikan motivasi kerja kepada 
para bawahannya. Ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi posisi 
pemimpin perempuan sebagai 
pejabat publik yaitu nilai-nilai sosial, 
status sosial, komunikasi, pendidikan 
dan pengalaman kerja.  
Ditaria  
(2016) 
Analisis Gender 
Peran 
Kepemimpinan  
Perempuan di 
Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bantul 
Peran kepemimpinan yang 
dijalankan oleh Kepala Disdukcapil 
Kabupaten Bantul berjalan sangat 
baik. Selain itu, dari segi persamaan 
gender, beliau dapat diterima dengan 
baik oleh para staff  sebagai seorang 
pemimpin perempuan. Akan tetapi 
ada beberapa faktor penghambat dan 
pendukung dalam peran 
kepemimpinan perempuan ini. 
Faktor penghambat tidak ada yang 
signifikan hanya saja dari segi 
agama yang mengatakan bahwa 
seorang pemimpin adalah laki-laki. 
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Sedangkan faktor pendukung adalah 
motivasi kerja dan pendidikan tinggi 
yang dimanfaatkan oleh Kepala 
Disdukcapil Kabupaten Bantul 
dalam menjalan tugasnya dengan 
baik. 
 
Dari tabel di atas yang memaparkan beberapa penelitian terdahulu, jika 
dihubungkan dengan penelitian ini terdapat beberapa fokus penelitian yang 
berbeda.  
1. Peluang promosi jabatan terhadap pegawai perempuan sudah pernah di teliti 
sebelumnya, akan tetapi penelitian tersebut dilakukan di Kota Bandung. 
Sedangkan penelitian ini dilakukan di ruang lingkup Pemerintah Kota Banda 
Aceh, dengan alasan bahwasanya jumlah pegawai perempuan di Kota Banda 
berjumlah lebih banyak daripada laki-laki yaitu pegawai perempuan sebanyak 
3.859 dan pegawai laki-laki berjumlah 1.939.  
2. Penelitian tentang kesetaraan gender juga pernah dilakukan di Kota Banda 
Aceh seperti yang tersebut dalam tabel di atas. Penelitian tersebut meneliti 
kesetaraan gender menurut Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang melihat 
sejauh mana keberhasilan program pengarusutamaan gender di Kota Banda 
Aceh. Sedangkan penelitian ini ingin meneliti bagaimana mobilitas dan 
peluang promosi jabatan ASN perempuan dalam menduduki jabatan struktural 
atau eselon di ranah Pemerintahan Kota Banda Aceh.  
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BAB II 
TINJAUAN KEPUSTAKAAN 
2.1 Kepemimpinan 
Setiap organisasi tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yang 
berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Tujuan tersebut 
biasanya ditetapkan pada tahap perencanaan pembentukan organisasi. Dalam 
proses mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, setiap organisasi memerlukan 
hadirnya seseorang untuk mengatur kegiatan organisasi secara keseluruhan. 
Kegiatan pengaturan dalam organisasi itulah yang disebut administrasi, yang perlu 
dipimpin dan diawasi oleh seorang administrator atau pemimpin
15
.  
Pemimpin dapat diartikan sebagai predikat yang disandang oleh seseorang, 
dimana dengan predikat tersebut dia memiliki kewenangan dalam melaksanakan 
kewajiban dan fungsinya
16
. Seorang pemimpin dituntut untuk memenuhi suatu 
persyaratan tertentu sehingga mampu menjalankan kegiatan organisasi, baik 
organisasi pemerintah maupun swasta
17
.  
Selanjutnya, menurut Nurkolis (2003), pemimpin juga perlu memberi 
contoh, sebagai salah satu upaya mempengaruhi pengikutnya guna mencapai 
tujuan organisasi
18
. Dengan demikian, kemampuan mempengaruhi individu lain 
memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin
19
. Jadi kepemimpinan merupakan 
suatu cara mempengaruhi bawahan, untuk menyatukan pemahaman akan tujuan 
                                                                   
15 Kartono. 2016. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 7. 
16
Sinambela. 2014. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. 
Jakarta. Bumi Akasara. hlm. 101. 
17 Sinambela. 2014. Reformasi Pelayanan Publik...hlm. 105. 
18
Nurkolis. 2003. Manajeman Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi. Jakarta: 
Gramedia Widiasarana Indonesia. 
19
 Umam. 2010. Perilaku Organisasi. Bandung. Pustaka Setia. hlm. 270. 
14 
 
 
 
yang ingin dicapai bersama. Di sini kemampuan setiap pemimpin dituntut agar 
mampu berupaya sama sebaik-baiknya dan membuat para bawahan termotivasi 
untuk bekerja sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.  
Peranan pemimpin memberi dorongan terhadap bawahan untuk 
mengerjakan apa yang dituju oleh organisasi. Oleh karena itu pemimpin harus 
mempunyai perilaku yang dapat diterima oleh bawahan dan juga lingkungan 
organisasinya. Dari penjelasan di atas, maka salah satu faktor yang mendukung 
perilaku kepemimpinan tersebut adalah faktor pendidikan
20
. Seorang pemimpin 
perlu untuk memiliki agenda yang jelas yang menyangkut diri dan organisasi 
sehingga ia tahu kemana arah yang dituju
21
. 
 
2.2 Teori Kepemimpinan 
Teori kepemimpinan merupakan penggeneralisasian perilaku pemimpin 
dan konsep-konsep kepemimpinannya, dengan menonjolkan latar belakang 
historis, sebab-sebab timbulnya kepemimpinan, persyaratan pemimpin, sifat 
utama pemimpin, tugas pokok dan fungsinya serta etika profesi kepemimpinan
22
. 
Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, 
mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau 
sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin 
merupakan seseorang yang aktif dalam membuat rencana-rencana, 
mengkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai 
tujuan secara bersama-sama dalam sebuah organisasi. 
                                                                   
20
Sinambela. 2014. Reformasi Pelayanan Publik...hlm. 105. 
21
 Riani. 2011. Budaya Organisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 44. 
22
 Kartono. 2016. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 27. 
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Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha untuk memberikan 
penjelasan dan interpretasi mengenai pemimpin dan kepemimpinan dengan 
mengemukakan latar belakang dari sejarah pemimpin dan kepemimpinan yang 
sudah muncul sejalan dengan peradaban manusia. Berikut beberapa teori 
kepemimpinan menurut Syafiie (2013)
23
: 
1. Teori Otokratis 
Dalam teori ini seorang pimpinan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya 
bekerja tanpa menerima saran dari bawahan. Artinya, bawahan tidak 
diperkenankan membantah, mengkritik, karena bawahan dianggap bersalah 
dan tradisional. 
2. Teori Sifat 
Teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan tercipta dari seseorang 
berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki seseorang tersebut. Artinya, orang 
tersebut sudah sejak lahir mempunyai ciri-ciri untuk menjadi pemimpin. 
3. Teori Manusiawi 
Teori yang pemimpinnya benar-benar merasakan bawahannya (baik rakyat 
maupun staf) sebagai manusia yang dapat dimotivasi kebutuhannya sehingga 
menimbulkan kepuasan kerja. 
4. Teori Perilaku Pribadi 
Teori perilaku pribadi merupakan teori yang mana pemimpin melakukan 
pendekatan pada bawahan melalui cara-cara nonformal yang tidak resmi. 
Artinya, perintah dilakukan secara lisan dan bukan tertulis. 
                                                                   
23
 Syafiie. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Bumi Aksara. hlm. 107-111. 
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5. Teori Lingkungan 
Teori lingkungan memperhitungkan ruang dan waktu. Ruang berarti tempat 
atau lokasi pembentukan pemimpin itu berada. Waktu berarti saat yang tepat 
ketika pembentukan pemimpin pemerintahan itu terjadi atau dipertahankan. 
6. Teori Situasi 
Teori situasi merupakan dimana pemimpin memanfaatkan situasi dan kondisi 
bawahannya dalam kepemimpinannya, yaitu dengan memperhatikan 
dukungan dan pengarahan. 
7. Teori Kontingensi 
Teori Kontingensi merupakan teori yang berpatokan pada tiga hal, yaitu 
hubungan atasan dengan bawahan, struktur/orientasi tugas, dan posisi/wibawa 
pemimpin. 
8. Teori Pertukaran 
Teori pertukaran yaitu manakala pemimpin pemerintahan dalam memengaruhi 
bawahannya memakai strategi take and give. 
Dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana proses 
perpindahan status sosial ASN/PNS perempuan secara vertikal ke atas. Khususnya 
dalam menduduki jabatan struktural/eselon yang bertanggung jawab sebagai 
pembina atau pemimpin. Dengan demikian teori kepemimpinan pun perlu 
dijelaskan agar pembaca mengetahui tentang kepemimpinan dan juga pemimpin 
serta typical dan tanggungjawab pemimpin tersebut. 
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2.3 Birokrasi Pemerintah 
 Birokrasi Pemerintah merupakan sebuah sistem dalam pelaksanaan roda 
pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi diartikan sebagai 
“sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah 
berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan”24. Sedarmayanti mengatakan 
birokrasi adalah sistem pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
aparatur negeri yang sesuai dengan perundang-undangan
25
. Menurut teori Weber 
(dalam Kristiadi,1994) pada hakikatnya birokrasi berarti sebuah pengorganisasian 
yang tertata rapi dan mempunyai prosedur dalam hubungan kerja dan tatanan 
organisasi
26
. Teori Weber juga menjelaskan bahwa suatu administrasi atau 
birokrasi harus mempunyai kepastian dengan menjalankan fungsinya secara 
rasional
27
.  
 Pelaksanaan birokrasi adalah bagian dari ilmu pemerintahan yang 
merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses pelaksanaan tata kelola 
pemerintah. Yang dilaksanakan secara baik dan benar dalam mengkoordinasikan 
hubungan antara birokrat dan masyarakat dalam pemerintahan itu sendiri sesuai 
peraturan perundang-undangan
28
. Dari beberapa pengertian birokrasi dan 
pemerintahan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
birokrasi pemerintah merupakan sebuah tatanan organisasi pemerintah yang 
dilaksanakan oleh aparatur pemerintah yang sesuai dengan perundang-undangan. 
                                                                   
24
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990)  
25
Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja. Bandung. CV 
Mandar Maju. hlm. 67. 
26
 Kristiadi. 1994. Administrasi/Manajemen Pembangunan. LAN-RI. Jakarta. 
27
 Thoha. 2005. Birokrasi Politik di Indonesia. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. hlm.17. 
28
 Syafiie. 2013. Ilmu Pemerintahan...hlm. 12. 
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2.4 Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Sipil Negara 
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara, definisi PNS adalah “Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”29. Sedangkan “Aparatur 
Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri 
Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah”. 
 
2.5 Definisi Jabatan dan Jabatan Eselon 
Menurut yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa “Jabatan adalah 
kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak 
seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi”30. Jabatan Eselon 
merupakan tingkat jabatan struktural, dari jabatan eselon tertinggi sampai eselon 
terendah. Sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2002, jenjang pangkat untuk eselon terdiri dari:
31
 
 
                                                                   
29
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara. hlm. 2. 
30
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 
31
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. 
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Tabel 2.1: Jenjang Pangkat Golongan pada Jabatan Eselon 
Eselon 
Jenjang Pangkat Golongan 
Tertinggi Terendah 
Pangkat Gol/Ruang Pangkat Gol/Ruang 
I a Pembina Utama  IV/e 
Pembina 
Utama Madya 
IV/d 
I b Pembina Utama  IV/e 
Pembina 
Utama Muda 
IV/c 
II a 
Pembina Utama 
Madya 
IV/d 
Pembina 
Utama Muda 
IV/c 
II b 
Pembina Utama 
Muda 
IV/c 
Pembina 
Tingkat I 
IV/b 
III a 
Pembina 
Tingkat I 
IV/b Pembina IV/a 
III b Pembina IV/a 
Penata 
Tingkat I 
III/d 
IV a Penata Tingkat I III/d Penata  III/c 
IV b Penata  III/c 
Penata Muda 
Tkt I 
III/b 
V 
Penata Muda 
Tkt I 
III/b Penata Muda III/a 
Sumber: PP No 13 Tahun 2002 
 Jabatan Eselon I merupakan jabatan struktural yang tertinggi, terdiri dari 
dua jenjang yaitu Eselon I a dan Eselon I b. Jenjang pangkat bagi Eselon I yang 
terendah adalah golongan IV/c dan tertinggi golongan IV/e, ditingkat daerah 
Eselon I merupakan sekretaris daerah. Eselon II terdiri dari dua jenjang yaitu 
Eselon II a dan Eselon II b dengan jenjang pangkat terendah adalah golongan IV/c 
dan tertinggi golongan IV/d, atau disebut juga dengan kepala dinas atau kepala 
badan di tingkat daerah. Eselon III juga terdiri dari dua jenjang yaitu Eselon III a 
dan Eselon III b. Mempunyai jenjang pangkat terendah adalah golongan III/d dan 
tertinggi golongan IV/d, ditingkat daerah Eselon III yaitu sekretaris badan/dinas, 
kepala bidang dan kepala bagian. Eselon IV terdiri dari dua jenjang yaitu Eselon 
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IV a dan Eselon IV b, dengan jenjang pangkat terendah adalah golongan III/b dan 
tertinggi adalah golongan III/d. Ditingkat daerah, Eselon IV merupakan kepala 
sub bagian dan kepala seksi. 
 
2.6 Mobilitas dan Mobilitas Sosial 
Istilah Mobilitas berasal dari kata mobilis yang berarti pergerakan atau 
perpindahan. Pergerakan atau perpindahan yang dimaksud adalah pergerakan atau 
perpindahan dalam lingkungan sosial. Sehingga mobilitas dalam hal ini 
dihubungkan dengan mobilitas sosial. Dalam Horton dan Hunt, Ransford (1980) 
menyebutkan bahwa “mobilitas sosial merupakan perpindahan status dalam 
stratifikasi sosial”32. Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu pergerakan 
atau perpindahan dari satu posisi ke posisi lain. Dalam sosiologi, mobilitas sosial 
merupakan suatu keberhasilan yang dicapai oleh seseorang pada jenjang status 
sosial yang lebih tinggi atau suatu kegagalan yang dialami seseorang sehingga dia 
berada pada jenjang sosial yang lebih rendah. 
 Dilihat dari arah pergerakannya, mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi 
dua arah yaitu
33
: 
1. Mobilitas Sosial Vertikal 
Mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan status sosial yang dialami 
seseorang atau sekelompok orang dari satu status sosial ke status sosial lainnya 
yang tidak sederajat.  Mobilitas sosial ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu: 
                                                                   
32
Horton dan Hunt. 2011. Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala 
Permasalahan Sosial. Jakarta: Kencana Media Prenada Group. hlm. 491. 
33
 Kahirunnisa dan Taher. 2017. Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Mobilitas Sosial 
Wanita Di Gampong Laksana Banda Aceh. JIM FISIP Unsyiah. hlm. 931. 
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a. Mobilitas sosial vertikal ke atas merupakan mobilitas sosial yang 
terjadi karena kenaikan status seorang. Misalnya seorang kasubbag di 
salah satu dinas karena memenuhi kriteria atau persyaratan kemudian 
menjadi kabag di dinas tersebut. 
b. Mobilitas sosial vertikal ke bawah merupakan mobilitas sosial yang 
menyebabkan status sosial seorang mengalami penurunan. Atau 
kebalikan dari mobilitas sosial vertikal ke atas. 
2. Mobilitas Sosial Horizontal 
Mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan status sosial yang 
dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. 
Misalnya seorang kepala sekolah SMA B yang sudah menjabat selama 5 tahun, 
kemudian dinas pendidikan memindahkannya ke SMA C dan tetap menjabat 
sebagai seorang kepala sekolah. Gerak sosial yang dialami oleh kepala sekolah 
tersebut lah yang dinamakan bentuk mobilitas sosial horizontal. 
 
2.7 Regulasi Proses Pengangkatan Aparatur Sipil Negara  
Pengangkatan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal 19 PP tersebut, 
pengadaan PNS dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut
34
. 
a. Perencanaan 
b. Pengumuman lowongan 
c. Pelamaran 
                                                                   
34
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017  
22 
 
 
 
d. Seleksi  
e. Pengumuman hasil seleksi 
f. Pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS 
g. Pengangkatan menjadi PNS.  
 Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, selanjutnya dalam PP yang sama 
pada Pasal 36 disebutkan bahwa: 
1) calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan: 
a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. 
b. sehat jasmani dan rohani.  
2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
2.8 Aturan Proses Promosi Jabatan Aparatur Sipil Negara  
Reformasi birokrasi merupakan salah satu strategi untuk memperbaharui 
birokrasi pemerintahan ke arah yang lebih baik. Bukan hanya dari aspek 
kelembagaan, akan tetapi juga membangun aparatur negara agar lebih berdaya 
guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Promosi 
jabatan merupakan salah satu program atau agenda dari reformasi birokrasi. Hal 
ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang kemudian diatur 
lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara. 
23 
 
 
 
Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 72 sebagai berikut
35
. 
1) Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, 
kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas 
prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreatifitas, dan pertimbangan tim 
penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah, tanpa membedakan gender, 
suku, agama, ras, dan golongan. 
2) Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk 
dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. 
3) Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai 
kinerja PNS pada Instansi Pemerintah. 
4) Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh 
Pejabat yang Berwenang. 
 
2.9 Pengarusutamaan Gender 
Pengarusutamaan gender sebagaimana yang dimaksud dalam Intruksi 
Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 
Gender dalam Pembangunan Nasional, bahwasanya “Pengarusutamaan gender 
adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu 
dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan 
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional”36. 
                                                                   
35
 Undang-undang  Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
36
 Intruksi Presiden  Republik Indonesia  Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 
Gender dalam Pembangunan Nasional. 
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Inpres tersebut merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
dalam mengupayakan adanya kesetaraan gender dalam program pembangunan 
nasional. Inpres ini juga merupakan wujud implementasi yang akan diintegrasikan 
ke dalam semua bentuk kebijakan pembangunan nasional yang akan melibatkan 
aspirasi laki-laki dan perempuan mulai dari perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan. 
 
2.10 Teori Gender 
Secara bahasa, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis 
kelamin. Mufidah Ch (dalam Ridwan: 2006) menjelaskan bahwa gender adalah 
suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, 
mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang 
berkembang dalam masyarakat
37
. Namun untuk memahami konsep gender harus 
dibedakan kata gender dengan kata jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin 
merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan 
secara biologis. Sedangkan gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-
laki maupun perempuan yang konstruksi secara sosial maupun kultural
38
. 
Sifat gender yang melekat pada perempuan misalnya sifat lemah lembut, 
cantik, emosional, dan juga keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, 
jantan, dan perkasa. Perbedaan laki-laki dan perempuan sesungguhnya tidak 
menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Dimana manusia 
                                                                   
37
Ridwan. 2006. Kekerasan Berbasis Gender: RekonsruksiTeologis, Yuridis dan 
Sosiologis. Purwokerto. Pusat Studi Gender. hlm. 16. 
38
 Mansour. 1996. Analisi Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: INSISTPress. 
hlm. 8. 
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dengan jenis kelamin tertentu memperoleh kedudukan yang lebih unggul 
dibanding jenis kelamin yang lain. Dalam hal ini persoalan gender tidak hanya 
menyentuh persoalan praktis tetapi juga memasuki persoalan filosofis dan agama. 
 
2.10.1 Perempuan, Gender dan Pembangunan 
Women And Development (WAD) awalnya bernama Women In 
development, yang berarti wanita dalam pembangunan. Istilah ini awalnya 
diciptakan oleh jaringan profesional pengembangan wanita yang berbasis di 
Washington pada awal tahun 1970an. Yang mengajukan pertanyaan tentang teori 
pembangunan yang ada dengan menyatakan bahwa pembangunan ekonomi 
memiliki dampak yang sama terhadap laki-laki dan perempuan. Gerakan Women 
In Development (WID) didorong oleh kebangkitan gerakan perempuan di negara 
maju, melalui feminis liberal yang berjuang untuk persamaan hak dan kesempatan 
kerja di Amerika Serikat. 
Selama 20 tahun setelah perjuangan mereka, kaum feminis liberal telah 
berhasil memperbaiki sikap aparat pembangunan terhadap kaum perempuan. Hal 
tersebut dibuktikan dengan dibentuknya urusan perempuan pada semua lembaga 
pembangunan dengan membentuk jaringan WID. WID berusaha menghubungkan 
isu-isu perempuan dengan pembangunan, menyoroti bagaimana isu-isu tersebut 
bertindak sebagai penghalang bagi pertumbuhan ekonomi.  
Pendekatan Women in Development secara khusus mengintegrasikan 
perempuan dalam agenda pembangunan yang lebih luas. Dari sini muncul 
pendekatan gender dan pembangunan, yang mengarah dari beberapa aspek yang 
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dikritik ke WID. Kritik tersebut berdasarkan asumsi bahwa permasalahan kaum 
perempuan berakar pada rendahnya kualitas sumber daya perempuan itu sendiri. 
Karena selama ini perempuan hanya dianggap dunia ketiga dan juga kurang 
mendapatkan pendidikan. Hal ini mengakibatkan mereka tidak mampu bersaing 
dengan kaum laki-laki dalam ranah publik termasuk dalam pembangunan. Oleh 
sebab itu perlu diciptakannya gerakan dalam peningkatan pendapatan bagi 
perempuan. Selain itu pendekatan efisiensi, yakni pemikiran bahwa pembangunan 
mengalami kegagalan karena perempuan tidak dilibatkan
39
.  
Dengan demikian, muncullah Pendekatan Gender And Development 
(GAD) berfokus pada perbedaan yang dibangun secara sosial antara laki-laki dan 
perempuan dan kebutuhan untuk menantang peran dan hubungan gender yang 
ada. GAD berkembang dari adanya WID, yang membahas subordinasi (kekuatan-
kekuatan politik yang saling betarung) dimana perempuan tidak disertakan dalam 
diskusi pembangunan internasional tanpa memeriksa sistem hubungan gender 
yang lebih luas.  
GAD menandai pergeseran tentang kebutuhan untuk memahami 
bagaimana perempuan dan laki-laki dibangun secara sosial dan bagaimana hal 
tersebut diperkuat oleh kegiatan sosial. Akibatnya, dua kerangka utama ‘'Peran 
gender’ dan ‘analisis hubungan sosial’ digunakan dalam pendekatan ini. ‘Peran 
gender’ berfokus pada identitas sosial di dalam rumah tangga. ‘Analisis hubungan 
sosial’ menekankan dimensi sosial pada kekuasaan hierarki yang tertanam dalam 
institusi sosial. Serta pengaruhnya yang menentukan mengenai posisi relatif laki-
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laki dan perempuan di masyarakat. Dan posisi relatif ini cenderung 
mendiskriminasikan perempuan.  
Pendekatan GAD tidak terkait secara khusus dengan perempuan, namun 
dengan cara di mana masyarakat memberikan peran, tanggung jawab dan harapan 
kepada perempuan dan laki-laki. Dalam upaya menciptakan kesetaraan gender, 
yang mengindikasikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama seperti 
laki-laki, termasuk kemampuan untuk berpartisipasi di ranah publik. 
 
2.11 Teori Langit-langit Kaca 
 Langit-langit kaca atau Glass Ceiling merupakan fenomena yang terjadi 
dalam peluang karir perempuan. Teori ini memiliki pandangan bahwa perempuan 
dapat diterima untuk bekerja pada organisasi, akan tetapi mereka mempunyai 
kesulitan dalam proses promosi. Burke (2006) mengatakan bahwa glass ceiling 
merupakan hambatan yang terjadi pada karir perempuan yang membatasi mereka 
dalam mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi
40
. Hambatan-hambatan tersebut 
dispesifikasi lagi oleh Weyer (2007) sebagai berikut
41
. 
1. Dalam praktik rekruitmen, retensi, dan promosi, perusahan lebih memilih laki-
laki karena dianggap lebih mampu daripada perempuan. Sehingga perempuan 
tidak lagi diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka juga 
mempunyai kemampuan yang sama seperti laki-laki. 
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Burke. 2006. Advencing Women’s careers: Career Development Internasional. Vol 10. 
No 3. hlm.165-167. 
41
Weyer. 2007. Twenty Years Later: explaining the persistence of glass ceiling for women 
leaders. Vol 22. No 6. hlm. 482-496. 
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2. Dalam hal gaya kepemimpinan seorang perempuan dianggap kurang 
mempunyai karakteristik untuk menjadi seorang manajer. 
3. Struktur dan budaya juga dapat mempengaruhi karir perempuan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan jenis deskriptif. Metode penelitian kualitatif berusaha memahami dan 
menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi 
tertentu menurut perspektif peneliti sendiri
42
. Lebih lanjut dijelaskan oleh 
Sugiyono yang mengatakan bahwa “penelitian kualitatif merupakan metode yang 
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya 
adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik 
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada 
generalisasi”43. 
 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 
sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di dua instansi 
di bawah Pemerintah Kota Banda Aceh. Waktu penelitian dilakukan selama enam 
bulan. Dimulai dari bulan April hingga September 2018. 
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Tabel 3.1: Lokasi Penelitian 
No Lokasi Alasan pemilihan lokasi 
1 Badan Kepegawaian 
dan Pemberdayaan 
Sumber Daya 
Manusia 
Karena merupakan instansi yang membantu  
Kepala Daerah dalam pelaksanaan kegiatan 
teknis dan administrasi kepegawaian meliputi 
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja, 
Bidang Mutasi, Promosi, dan Informasi dan 
Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin 
Aparatur. 
2 Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, 
Perlindungan Anak, 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 
Karena instansi ini merupakan instansi yang 
bertugas terhadap pemberdayaan perempuan dan 
juga dikepalai oleh seorang perempuan. Serta 
dalam jabatan strukturalnya diduduki oleh 
pegawai perempuan semua. 
 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Populasi dari penelitian ini adalah ASN perempuan yang terdiri dari lima 
puluh tujuh sampel/informan dari dua instansi Pemerintah Kota Banda Aceh. Pada 
Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota 
Banda Aceh terdiri dari dua puluh dua sampel/informan. Pada Dinas 
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Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh terdiri dari tiga puluh lima 
sampel atau informan. 
3.3.2 Sampel/Informan 
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling 
yang berarti “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”44. Informan 
yang akan diwawancarai adalah ASN/PNS perempuan yang ada pada jabatan 
eselon IVb (kepala seksi), IVa (kepala sub bagian, kepala sub bidang), IIIa 
(kepala kantor, kepala bidang), IIb (kepala dinas, sekretaris dinas). Dari BKPSDM 
Kota Banda Aceh terdiri dari lima sampel/informan, dan dari DP3AP2KB terdiri 
dari empat sampel/informan. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
3.4.1 Wawancara Mendalam 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertatap muka 
langsung dan mengajukan pertanyaan pada orang yang diwawancarai. Wawancara 
dilakukan secara mendalam atau indept interview dengan orang-orang yang 
dipilih sebagai informan, dimana pelaksanaannya lebih bebas
45
. Ini merupakan 
teknik pengumpulan data dengan cara mendapat informasi secara lisan dari 
informan. Teknik wawancara dipakai untuk melengkapi data yang tidak tertulis. 
Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara instruktur. Kegiatan 
wawancara instruktur ini biasanya dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih 
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dahulu mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancaranya 
nanti
46
. Sebelum mewawancarai, peneliti menentukan terlebih dahulu pertanyaan 
apa saja yang akan diajukan sesuai dengan judul dan permasalahan dari proposal 
penelitiannya. 
3.4.2 Studi Dokumentasi 
Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber 
dari buku-buku, undang-undang atau peraturan-peraturan negara, jurnal dan 
artikel ilmiah. 
 
3.5 Teknik Analisis Data 
Analisis data berarti mengolah data, mengorganisasi data, memecahkannya 
dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama
47
. Proses 
mengolah data yang dilakukan peneliti dengan terlebih dahulu mengkategorikan 
atau mengelompokkan data yang telah terkumpul. Kemudian barulah dilakukan 
analisis data dengan tiga tahapan setelah data primer dan sekunder terkumpul. 
Tahapan tersebut diawali dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi. 
1. Reduksi data 
Reduksi data merupakan proses pemilihan atau penyederhanaan data yang 
merupakan catatan-catatan selama di lapangan yang dianggap sesuai dengan apa 
yang ingin diteliti. Sedangkan data yang tidak sesuai dengan apa yang ingin 
diteliti atau tidak mengkode akan dibuang. Sehingga memudahkan peneliti dalam 
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mejelaskan permasalahan yang diteliti karena data yang terkumpul sudah 
dispesifikasikan. 
2. Penyajian data  
Setelah semua data sudah disederhanakan, selanjutnya data tersebut 
disajikan dalam bentuk tabel dan grafik kemudian dijelaskan dalam bentuk teks 
naratif dengan informasi yang relevan sehingga dapat menjawab semua 
permasalahan yang  diteliti. 
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi 
Pada tahap ini, semua informasi data akan diverifikasi kebenarannya 
selama penelitian berlangsung. Tahap ini diperlukan untuk lebih mudah 
memahami alur informasi dan sebab akibat dari sebuah permasalahan. Sehingga 
mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan apakan masalah yang diteliti 
bersifat pro atau kontra dengan data/informasi yang didapat. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian 
4.1.1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(BKPSDM) merupakan salah satu instansi yang ada di bawah pemerintahan Kota 
Banda Aceh. Badan Pemerintah ini terletak di Jl. Tgk Abu Lam U No. 7, Kp. 
Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh tepatnya di samping Sekretariat Kota 
Banda Aceh atau Balai Kota Banda Aceh. BKPSDM Kota Banda Aceh 
merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi 
melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan 
pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan 
formasi, persyaratan pengangkatan, penempatan dan mutasi, pendidikan dan 
pelatihan, penggajian, pemberhentian pensiun, penghargaan (reward) dan sanksi 
(punishment). Tugas dan fungsi tersebut sesuai dengan visi misi yang ada di 
BKPSDM sebagai berikut: 
Visi:  
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Berintegritas, Profesional, dan 
Bertanggung Jawab. 
Misi: 
1) Mengembangkan sistem Pelayanan informasi Manajemen Kepegawaian yang 
terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. 
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2) Mengembangkan Kompetensi dan kualitas Aparatur Sipil Negara secara 
optimal, produktif dan profesional berbasis kinerja dalam bingkai Syariah. 
3) Meningkatkan pembinaan disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara. 
Dalam menindak lanjuti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, 
ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 64 Tahun 2016 tentang 
Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh. Maka 
tugas pokok dan fungsi BKPSDM sebagai berikut: 
1) Penyusunan kebijakan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 
2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan. 
3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 
bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 
4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 
pemerintahan daerah bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
Untuk menyelenggarakan fungsinya BKPSDM mempunyai kewenangan: 
1) Menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan pembinaan 
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 
2) Merumuskan kebijakan teknis pembinaan kepegawaian, pendidikan dan 
pelatihan. 
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3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN. 
4) Membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar. 
5) Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan penyusunan program 
dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir Aparat Sipil Negara; 
6) Melaksanakan dan mengelola mutasi dan tata usaha kepegawaian. 
7) Mengumpulkan bahan pelaksanaan ujian dinas dan pemberian penghargaan 
dan tanda jasa. 
8) Membina dan membantu teknis penyelenggaraan diklat. 
9) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan. 
10) Menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka 
pengembangan karir ASN. 
11) Mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan diklat. 
Struktur Organisasi BKPSDM Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan PP 
Nomor 18 Tahun 2016  tentang Perangkat Daerah dan Qanun Kota Banda Aceh 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Banda Aceh. BKPSDM Kota Banda Aceh terdiri dari satu kepala badan Eselon II 
b, satu sekretaris Eselon III a, tiga kepala bidang Eselon III b, sebelas kepala sub 
bagian/kepala sub bidang Eselon IV a, dua fungsional tertentu, dua puluh lima 
pelaksana, serta enam orang tenaga kontrak. 
4.1.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana 
 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana (BP3AP2KB) merupakan salah satu intansi 
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yang ada di bawah Pemerintah Kota Banda Aceh. Terletak di Jl. Banda Aceh, Kp. 
Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Dinas ini merupakan dinas yang 
bertugas untuk memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak sesuai dengan misi Kota Banda Aceh. DP3AP2KB sebenarnya tidak 
mempunyai visi dan misi dinas tersendiri, hanya mengikuti visi dan misi dari 
Pemerintah Kota Banda Aceh khusunya pada misi Pemko poin ke tujuh yaitu 
“Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”.  
 Adapun struktur organisasi  DP3AP2KB mempunyai empat puluh lima 
tenaga kerja yang terdiri dari satu kepala dinas, satu sekretaris, tiga kepala sub 
bagian, tiga kepala bidang, enam kepala seksie, dua puluh delapan fungsional dan 
pelaksana tertentu, serta tiga tenaga kontrak. Setiap tenaga kerja tersebut 
mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing mulai dari kepala 
dinas sampai dengan petugas lapangan.  
 
4.2  Mobilitas ASN/PNS Perempuan di Birokrasi Pemerintah 
 Di era globalisasi seperti saat ini, mobilitas sosial perempuan menjadi 
topik hangat untuk diperbincangkan terutama dalam dunia kerja. Peluang karir 
yang dialami oleh perempuan di dunia pekerjaan terutama dalam birokrasi 
pemerintahan seolah memiliki daya tarik tersendiri. Seperti yang kita ketahui 
dimana kaum perempuan dikenal dengan sebutannya sebagai po rumoh atau 
dalam bahasa Indonesia berarti pemilik rumah. Dalam adat sebagian masyarakat 
Aceh, sebutan po rumoh merupakan tradisi mewariskan rumah dari orang tua 
kepada anak perempuan. Tidak hanya pemberian rumah, orang tua juga 
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memberikan harta dalam bentuk tanah kepada anak perempuannya. Fenomena 
adat tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan mempunyai powerfull 
dalam ruang lingkup keluarga. Dengan begitu juga secara ekonomi perempuan 
sudah mampu. Selain itu dalam tradisi masyarakat Aceh, setelah menikah 
pengantin laki-laki tinggal di rumah pengantin perempuan. Tradisi tersebut 
dilakukan sebagai bentuk usaha yang dilakukan para orang tua masyarakat Aceh 
dalam memberikan perlindungan untuk anak perempuannya
48
. 
 Dalam konteks pemerintah atau instansi pemerintah, Goetz dalam Mandy 
Macdonald dan kawan-kawan (dkk) mengatakan dalam masyarakat kekuasaan 
tergenderkan, begitupun dalam organisasi kekuasaan juga tergenderkan
49
. Dimana 
cara kerja organisasi mencerminkan masyarakatnya. Sehingga budaya organisasi 
tersebut pun bersifat maskulin atau mendiskriminasi perempuan. Melihat birokrasi 
Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri, dari data yang didapat menunjukkan bahwa 
di Pemerintah Kota Banda Aceh jumlah ASN/PNS perempuan lebih mendominasi 
dibandingkan dengan laki-laki. Untuk lebih jelas berikut pemaparannya. 
Tabel 4.1: Jumlah ASN/PNS Kota Banda Aceh 
 Menurut Jenis Kelamin  
Tahun Laki-laki Persentase Perempuan Persentase Jumlah 
2015 1939 33% 3859 67% 5798 
2016 1555 35% 2914 65% 4469 
2017 1456 34% 2885 66% 4341 
Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa jika dilihat dari jumlah ASN/PNS 
menurut jenis kelamin, jumlah ASN/PNS perempuan lebih mendominasi dari 
pada laki-laki per 31 Desember tahun 2015, 2016 sampai 2017. Dari persentase 
yang ada terlihat jelas bahwa jumlah ASN/PNS laki-laki hanya setengah dari 
jumlah ASN/PNS perempuan. Data di atas tidak hanya membandingkan jumlah 
antara pegawai laki-laki dan perempuan, akan tetapi disini kita bisa melihat 
bagaimana komposisi karir perempuan saat ini memiliki jumlah yang banyak di 
birokrasi pemerintah. 
Namun dalam menduduki jabatan struktural atau Eselon II dan III, jumlah 
ASN/PNS laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Bahkan menurut data 
jumlah  instansi yang ada di Kota Banda Aceh hingga pada tahun 2017, dari 
empat puluh lima instansi yang ada di Kota Banda Aceh hanya lima instansi yang 
dikepalai oleh perempuan. Dari tahun 2015 sampai 2017 pada jabatan eselon ini, 
jumlah ASN/PNS perempuan hanya meningkat pada Eselon III b di tahun 2017.  
Agar lebih jelas berikut pemaparannya. 
Tabel 4.2: Jumlah ASN/PNS Kota Banda Aceh  
berdasarkan Eselon II dan III 
Eselon 
2015 2016 2017 
Lk Pr Lk Pr Lk Pr 
Eselon II a 1 0 1 0 1 0 
Eselon II b 23 3 24 3 22 3 
Eselon III a 40 13 39 13 42 14 
Eselon III b 67 19 65 20 79 25 
Persentase 79% 21% 78% 22% 77% 23% 
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Grafik 4.1: Jumlah ASN/PNS Kota Banda Aceh 
Berdasarkan Eselon II dan III 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh 
Jabatan eselon II dan III bertanggungjawab sebagai pembina dan 
mengembangkan instansi yang dipimpin serta sebagai penanggungjawab 
penyusunan dan realisasi program-program pemerintah. Pada pemerintahan 
daerah mereka tergolong sebagai kepala dinas/badan, sekretaris dinas/badan, 
kepala bidang dan kepala bagian. Berdasarkan data yang telah tersebut dalam 
tabel dan grafik di atas, jumlah pegawai laki-laki yang menduduki jabatan ini 
memiliki perbedaan yang sangat  signifikan dengan pegawai perempuan yang 
bahkan tidak mencapai setengah dari jumlah pegawai laki-laki. 
Sedangkan posisi ASN/PNS di jabatan Eselon IV dan V hampir seimbang 
antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan. Berikut pemaparannya dalam 
tabel 4.3. 
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Tabel 4.3: Jumlah ASN/PNS Kota Banda Aceh  
berdasarkan Eselon IV dan V 
Eselon 2015 2016 2017 
Lk Pr Lk Pr Lk Pr 
Eselon IV a 224 170 212 162 235 187 
Eselon IV b 25 34 21 32 14 26 
Eselon V a 14 17 8 9 7 8 
Persentase 54% 46% 54% 46% 54% 46% 
 
Grafik 4.2: Jumlah ASN/PNS Kota Banda Aceh  
berdasarkan Eselon IV dan V 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh 
 Berdasarkan jabatan Eselon IV dan V, jumlah pegawai laki-laki dan 
perempuan yang menduduki jabatan eselon ini hampir seimbang, yaitu hanya 
berbeda 8% lebih banyak pegawai laki-laki. Pada pemerintah daerah, jabatan 
Eselon IV dan V personelnya disebut dengan kepala sub bagian atau kepala seksi. 
Bahkan untuk jabatan Eselon IV b jumlah pegawai perempuan yang 
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mendudukinya selama tahun 2015 sampai 2017 lebih unggul dari pegawai laki-
laki.  
 Akan tetapi untuk ASN/PNS yang menduduki jabatan non eselon justru 
kondisinya sangat berbeda. Boleh jadi pembagian kekuasaan di instansi yang ada 
di Kota Banda Aceh menggunakan strategi feminin dan maskulin. Dimana dalam 
pembagian kekuasaannya dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Sifat feminin 
dan maskulin dibatasi oleh hubungan-hubungan gender yang memutuskan apa 
saja yang dianggap bersifat ‘keperempuanan’ dan yang bersifat ‘kelelakian’50.  
Pada jabatan non eselon, baik fungsional guru, fungsional kesehatan, dan 
fungsional lainnya lebih didominasi oleh pegawai perempuan. Sedangkan untuk 
fungsional umum masih didominasi oleh pegawai laki-laki. Namun jika 
dipersentasekan secara keseluruhan selama tahun 2015 sampai 2017, pada jabatan 
non eselon yang ada di Pemerintah Kota Banda Aceh lebih didominasi oleh 
pegawai perempuan yaitu sekitar 70% sampai 71% sedangkan pegawai laki-laki 
hanya berkisar 29% sampai 30%. 
Tabel 4.4: Jumlah ASN/PNS Kota Banda Aceh 
berdasarkan Non Eselon 
Non Eselon 
2015 2016 2017 
Lk Pr Lk Pr Lk Pr 
Fungsional Guru 500 2403 227 1550 212 1479 
Fungsional 
Kesehatan 
41 265 52 359 61 369 
Fungsional Umum 971 851 873 718 784 722 
Fungsional Lainnya 33 84 33 48 29 43 
Persentase 30% 70% 30% 70% 29% 71% 
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Grafik 4.3: Jumlah ASN/PNS Kota Banda Aceh 
berdasarkan Non Eselon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh  
 Dari data pegawai berdasarkan jabatan eselon dan non eselon tersebut bisa 
dilihat bahwa ASN/PNS perempuan lebih banyak menduduki jabatan menengah 
ke bawah yaitu mulai dari jabatan Eselon IV b sampai jabatan non eselon. Dengan 
kata lain, semakin tinggi jabatan eselon semakin rendah jumlah pegawai 
perempuan yang mendudukinya. 
Seperti pendapat Mayling-Oey dalam Yuliani menyebutkan bahwa 
struktur kepegawaian pegawai negara membentuk belah ketupat, yaitu kecil 
dibagian atas dan bawah (golongan I dan IV), tetapi melebar di tengah  (golongan 
II dan III)
51
. Semakin tinggi golongannya, makin rendah jumlah ASN/PNS 
perempuan. Peristiwa tersebut sesuai dengan yang terjadi di Pemerintah Kota 
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Banda Aceh, hanya saja disini struktur kepegawaiannya kecil di golongan II dan 
III dan melebar pada golongan  IV b dan mengecil lagi pada golongan V.   
 Dari data yang ada sudah jelas terlihat bahwa perempuan yang berkarir di 
bidang birokrasi sudah semakin banyak. Namun untuk menduduki jabatan sebagai 
seorang pemimpin, peluang yang dimiliki masih sangat tipis. Seperti yang 
dipaparkan oleh Kabid Kesetaraan Gender DPP3AP2KB yaitu Ibu Nova Indriani, 
SKM. 
“Di zaman yang sudah modern ini perempuan yang berkarir sudah 
semakin banyak dengan bermacam-macam profesi. Untuk Kota Banda 
Aceh sendiri khususnya di bidang pemerintah, jumlah ASN/PNS 
perempuan cukup banyak. Namun masih ada sebagian dari mereka dalam 
menduduki jabatan pemimpin baik kepala dinas, kepala bagian, kepala 
bidang atau lainnya peluang yang dimiliki masih terbatas”52. 
 
 Mobilitas yang dialami oleh ASN/PNS perempuan yang ada di Kota 
Banda Aceh tersebut merupakan mobiltas vertikal. Yaitu perpindahan dari 
pangkat atau golongan terendah ke pangkat atau golongan yang lebih tinggi. 
Terkait dengan mobilitas tersebut, peluang ASN/PNS perempuan dalam 
menduduki jabatan yang tinggi masih belum memadai. Walaupun secara  proporsi 
mereka memiliki jumlah yang lebih dominan. Boleh jadi peristiwa ini disebabkan 
karena pegawai perempuan kurang mampu dalam mendapat dukungan dan tidak 
mempunyai kedekatan dengan pihak atasan instansi yang dapat membantu mereka 
dalam memduduki jabatan eselon atau jabatan strategis
53
. 
 Di Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini hanya sekitar 8% yang 
menduduki jabatan eselon. Bisa kita lihat dari jumlah mereka yang menduduki 
jabatan sebagai kepala dinas, seperti pada tahun 2017 saja dari 59 instansi yang 
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ada di Kota Banda Aceh hanya 5 instansi yang dikepalai oleh perempuan. Inilah 
yang menjadi masalah dasarnya, bagaimana dengan jumlah yang lebih banyak 
dari pada laki-laki pegawai perempuan justru lebih sedikit yang menduduki 
jabatan eselon.  
 Jika dilihat dari promosi jabatan, setiap pegawai memiliki peluang yang 
sama karena untuk mendapatkan promosi jabatan dinilai dari beberapa kriteria 
seperti pendidikan, kompetisi dan kinerja. Kepala sub bidang mutasi dan promosi 
dari BKPSDM Kota Banda Aceh, Ibu Miftahul Jannah, SE., MM mengatakan 
bahwa. 
“Pegawai yang akan dipromosikan dilihat dari beberapa kriteria yang 
memenuhi syarat promosi seperti latar belakang pendidikan, kompetensi 
dan kinerja pegawai tersebut. Selain itu pegawai tersebut juga sudah 
bekerja dengan minimal dua tahun masa kerja dan minimal sudah 
mengikuti Diklat PIM IV dan PIM III. Semua persyaratan promosi 
dijalankan sesuai dengan Pereturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Qanun Kota Banda Aceh 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Banda Aceh”54. 
 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 198 
bahwa:
55
 
1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 merupakan bentuk pola 
karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.  
2)  PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar Jabatan Administratif (JA) 
dan Jabatan Fungsional (JF)  keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda 
                                                                   
54
 Wawancara hari Kamis, 16 Agustus 2018 pukul 09.48  WIB. 
55
 PP No 11 Tahun 2017 
46 
 
 
 
sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan 
organisasi. 
3)  Dalam hal instansi belum memiliki kelompok rencana suksesi, promosi dalam 
JA dapat dilakukan melalui seleksi internal oleh panitia seleksi yang dibentuk 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).  
4)  PNS yang menduduki Jabatan administrator dan JF ahli madya dapat 
dipromosikan ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi pratama sepanjang 
memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti, dan lulus seleksi terbuka, dengan 
memperhatikan kebutuhan organisasi.  
5) PNS yang menduduki JF ahli utama dapat dipromosikan ke dalam JPT madya 
sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti, dan lulus seleksi 
terbuka, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. 
Selanjutnya pada Pasal 199 dijelaskan bahwa: 
1) PPK menetapkan kelompok rencana suksesi setiap tahun dan mengumumkan 
melalui Sistem Informasi ASN. 
2) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 
kelompok PNS yang memiliki: 
a. kompetensi sesuai klasifikasi Jabatan. 
b. memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi. 
c. memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun 
terakhir. 
3) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh 
unit kerja yang menangani bidang kepegawaian. 
47 
 
 
 
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok rencana suksesi diatur dengan 
Peraturan Menteri. 
Dari penjelasan peraturan pemerintah seperti yang tersebut di atas sangat 
jelas bahwa ASN/PNS yang akan dipromosikan harus sudah dua tahun masa 
kerja. Kemudian ASN/PNS yang akan dipromosikan harus melalui tahapan-
tahapan setiap jabatan yang akan ditempati. Dari Jabatan Administrasi ke Jabatan 
Fungsional sampai ke Jabatan Pimpinan Tinggi dengan memenuhi kriteria dan 
persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Promosi 
PNS/ASN pada jabatan tersebut harus didasari prinsip profesionalisme sesuai 
dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk 
jabatan itu. 
Maka dari itu merujuk pada peraturan-peraturan tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil tersebut, secara formal peneliti merangkum syarat-syarat 
ASN/PNS dalam mendapatkan promosi jabatan sebagai berikut: 
1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
2. Serendah-rendahnya mempunyai pangkat satu tingkat di bawah jenjang 
pangkat yang ditentukan. 
3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang diperlukan. 
4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 
dua tahun terakhir. 
5. Mempunyai kompetensi jabatan yang diperlukan. 
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6. ASN/PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti 
dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi 
yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. 
Promosi jabatan atau pengangkatan ASN/PNS dalam jabatan struktural 
diatur dalam Pasal 14,15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 
tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Struktural. Untuk 
tercapainya ASN/PNS yang akan dipromosikan atau diangkat dalam jabatan 
struktural maka perlu suatu lembaga yang mengaturnya. Lembaga tersebut disebut 
dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat). Baperjakat 
merupakan badan atau lembaga yang mengurusi tentang ASN/PNS yang akan 
diangkat ataupun dipromosikan dalam suatu jabatan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
Dalam setiap instansi mempunyai Baperjakat, begitupun dengan 
BKPSDM Kota Banda Aceh. Sebagai badan yang bertugas dalam 
mengembangkan kopetensi ASN/PNS, maka badan ini juga mempunyai 
Baperjakat yang akan memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina 
kepegawaian Kota Banda Aceh dalam pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah
56
.  Hal ini 
juga sesuai dengan pemaparan dari Kepala Sub Bidang mutasi dan promosi dari 
BKPSDM Kota Banda Aceh, Ibu Miftahul Jannah, SE., MM. 
“Dalam hal promosi jabatan, ada lembaga yang mengatur yaitu 
Baperjakat. Lembaga ini bertugas untuk menyeleksi dan menilai 
ASN/PNS yang akan dipromosikan dengan melihat kinerja pegawai, latar 
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belakang pendidikan, prestasi kerja yang telah diraih, serta lulus 
pendidikan dan pelatihan”57. 
 
Pegawai yang akan dipromosikan juga harus lulus pendidikan dan 
pelatihan. Dalam menduduki jabatan struktural, ASN/PNS harus lulus Diklat 
Kepemimpinan (diklatpim) IV untuk Eselon IV, diklatpim III untuk eselon III dan 
diklatpim II untuk eselon II. Dalam penelitian ini sampel/informan yang diteliti di 
DP3AP2KB, terdiri dari empat jabatan yang berbeda yaitu jabatan sekretaris 
dinas, kepala sub bagian, kepala bidang dan kepala seksie. Semua 
sampel/informan tersebut mendapatkan promosi jabatan. Yang ditunjuk oleh Wali 
Kota Banda Aceh dan juga kepala dinas yang bersangkutan. 
  Masing-masing dari mereka juga sudah lulus diklat sesuai dengan tingkat 
jabatan masing-masing. Untuk sekretaris dinas DP3AP2KB, beliau sudah lulus 
diklatpim III dan diklatpim II dalam dua puluh satu tahun masa kerja baru diawal 
tahun 2018 yang lalu beliau diangkat menjadi sekrretaris dinas. Untuk kasubbag, 
beliau mengawali karirnya sebagai PNS pada tahun 2006 dan menduduki jabatan 
struktural sebagai kasubbag pada tahun 2017 yang lalu. Perlu waktu selama 
hampir sebelas tahun untuk beliau baru bisa menduduki jabatan tersebut dan 
dipromosikan serta lulus diklatpim III. 
Selanjutnya kepala bidang, beliau mengawali karir sebagai pegawai pada 
tahun 2003, dan lulus diklatpim IV kemudian menduduki jabatan sebagai kasie 
pada tahun 2007 dan dipromosikan hingga pada tahun 2011 sampai sekarang 
menduduki jabatan sebagai kepala bidang. Tahun 1992 merupakan awal karir 
kasie DP3AP2KB Kota Banda Aceh sebagai pegawai biasa, beliau juga 
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mendapatkan promosi jabatan dan lulus diklatpim III hingga pada tahun 2017 
beliau diangkat sebagai kepala seksie di dinas tersebut. 
Dari beberapa sampel/informan di atas, mereka mempunyai masa kerja 
yang berbeda-beda. Berdasarkan dari tahun pertama masa kerja sampai saat ini, 
tahun kerja dari informan-informan penelitian ini ada yang dua puluh satu tahun, 
lima belas tahun, dua puluh enam tahun dan juga dua belas tahun. Hal tersebut 
disebabkan karena proses promosi yang cepat dan ada yang lambat. Proses 
promosi yang cepat dan lambat yang dialami sebagian pegawai disebabkan oleh 
beberapa hal seperti kesempatan yang tipis karena jumlah saing yang banyak dan 
juga loyalitas mereka terhadap pemimpin. Dari beberapa sampel tersebut 
diantaranya ada yang mendapatkan promosi karena ditunjuk oleh kepala dinas 
bersangkutan.  
Hal tersebut juga didukung karena pegawai yang mendapatkan promosi 
sebelumnya juga pernah bertugas di salah satu instansi yang sama dengan 
pemimpinnya. Sedangkan untuk pegawai yang lambat mendapatkan promosi 
disebabkan karena usia yang sudah lanjut dan juga banyaknya saingan dengan 
pegawai perempuan yang lebih muda dan lebih kompetitif. Selain itu juga karena 
adanya mutasi atau penurunan jabatan. 
Pernyataan tersebut juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mary 
Guy yang menyebutkan bahwa dalam pengembangan karir perempuan ada tiga 
faktor yang menonjol
58
. Pertama tingi rendahnya kesempatan yang disebabkan 
karena banyaknya persaingan. Kesempatan bersaing ini berhubungan dengan 
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perspektif personal, maksudnya orang yang mempunyai kesempatan tinggi 
cenderung menyukai kekuasaan, kompetitif dan juga memiliki keinginan yang 
kuat untuk kesuksesan karirnya. Sedangkan mereka yang berkesempatan rendah 
lebih cenderung memiliki aspirasi yang lebih sempit, mereka lebih 
memperhatikan kelangsungan kerjanya.  
Kedua kekuasaan yang besar merupakan salah satu sarana dalam 
memobilisasi sumber daya manusia. Maksudnya orang yang mempunyai 
kekuasaan organisasi yang tinggi bersikap tidak kaku dalam organisasinya, 
mereka lebih fleksibel dan tidak menghambat rekan kerjanya. Sedangkan mereka 
yang yang mempunyai kekuasaan organisasi yang rendah lebih suka bersikap 
otoriter. Ketiga proporsi atau jumlah, dimana orang dengan jumlah yang sedikit 
lebih mudah dikenali dan harus menyesuaikan diri karena mereka merasa sulit 
mendapatkan kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Sebaliknya, mereka 
yang mempunyai jumlah yang banyak dalam jenis yang sama lebih mudah merasa 
nyaman dan lebih mudah dalam memperoleh kepercayaan. 
Ketiga faktor tersebut saling berkaitan, dimana mereka yang mempunyai 
kesempatan tinggi akan melakukan hal apa saja yang membuat mereka lebih 
banyak mendapat kesempatan. Sehingga akan menghasilkan kekuasaan yang 
besar. Selanjutnya kesempatan dan kekuasaan tersebut otomatis diikuti oleh 
proporsi atau jumlah yang besar dalam dunia kerja. Akibatnya anggota kelompok 
yang berbeda tidak mudah dikenali. Selain tiga faktor seperti yang disebutkan 
Mary Guy sebelumnya, setelah melakukan penelitian, peneliti juga menemukan 
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beberapa faktor lainnya yang mendukung dan menghambat mobilitas ASN/PNS 
perempuan di birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh.  
 
4.2.1 Faktor Pendukung Mobilitas dalam Promosi Jabatan Pegawai 
Perempuan 
 Faktor pendukung mobilitas dalam promosi jabatan merupakan faktor 
yang dapat mempercepat proses seseorang dalam mendapatkan promosi jabatan. 
Faktor ini lebih bersifat menguntungkan terhadap seseorang tersebut. Dan dalam 
mobilitas sosial faktor ini disebut mobilitas sosial vertikal ke atas. Dimana faktor 
ini berpengaruh terhadap kenaikan sosial seseorang. Dalam birokrasi Pemerintah 
Kota Banda Aceh faktor-faktor yang mendukung mobilitas promosi jabatan 
ASN/PNS terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang 
mendukung mobilitas promosi jabatan merupakan faktor yang berasal dari dalam 
ruang lingkup instansi atau birokrasi pemerintah yeng bersangkutan. Sedangkan 
faktor eksternal yang mendukung mobilitas promosi jabatan merupakan faktor 
yang berasal dari luar ruang lingkup instansi atau birokrasi pemerintah yang 
bersangkutan. 
1. Faktor Internal 
1) Kompetensi 
Kompetensi atau kemampuan merupakan nilai utama dalam mendapatkan 
promosi jabatan. Pegawai yang akan dipromosikan harus mempunyai skill yang 
mampu membuat mereka berbeda dengan yang lainnya. Semakin bagus 
kompetensi yang dimiliki seorang pegawai semakin besar peluang yang dimiliki 
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untuk mendapatkan promosi jabatan. Kompetensi ini didukung pula dengan 
perkembangan zaman. Untuk menghadapi tantangan perubahan tersebut, mereka 
harus piawai dalam berbagai bidang kerja seperti administratif, teknis, fungsional, 
bahkan kemampuan sebagai pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh Kepala sub 
bidang mutasi dan promosi dari BKPSDM Kota Banda Aceh, Ibu Miftahul 
Jannah, SE., MM.  
“Dalam menduduki jabatan eselon, seorang pegawai yang akan 
dipromosikan harus mempunyai skill yang dibutuhkan pegawai-pegawai 
yang sesuai dengan masa kini. Seperti yang kita ketahui, ini merupakan 
era globalisasi dimana kita semua dituntut harus mampu menghadapi 
semua tantangan. Begitupun untuk pegawai, mereka harus mempunyai 
skill yang bisa menghadapi tantangan tersebut. Sehingga mendukung 
mobilitas karir mereka karena kemampuan yang dimilikinya. Seperti 
kemampuan memecahkan masalah dalam sebuah organisasi, berpikir 
kritis, kreatif, mampu memanajemenkan manusia, mereka juga harus 
punya skill berkoordinasi, kecerdasan emosional, penilaian dan membuat 
keputusan, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif”59.  
 
Begitulah yang dipaparkan oleh Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi 
BKPSDM Kota Banda Aceh. Maka kompetensi yang bagus sangat mendukung 
pegawai perempuan untuk mendapatkan promosi jabatan dalam birokrasi 
pemerintah. Kompetensi atau kemampuan yang bagus tersebut didukung pula oleh 
pendidikan yang bagus. Karena pendidikan yang baik akan membentuk karakter 
yang telaten. 
2) Latar Belakang Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu syarat yang dinilai dalam mendapatkan 
promosi jabatan. Semakin tinggi pendidikan seorang pegawai maka semakim 
tinggi pula mobilitas karirnya. Karena pendidikan merupakan proses dalam 
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pemberdayaan seseorang untuk memperolah kehidupan yang lebih baik. Begitu 
pula dalam dunia pekerjaan, pekerjaan yang baik didukung oleh pendidikan yang 
baik pula. Dengan demikian, pelaku pendidikan tersebut harus mampu 
memanfaatkan pendidikannya untuk memobilitasi karirnya. Seperti yang 
diungkapkan oleh Ns. Dara Yunita, S. Kep yaitu Kasubbag Program dan 
Pelaporan DP3AP2KB Kota Banda Aceh. 
“Apabila seseorang ingin mendapakat pekerjaan yang baik maka harus 
mempunyai pendidikan yang bagus pula. Karena pendidikan akan 
membentuk cara bersikap, bertindak, dan memutuskan suatu tindakan 
dengan matang. Begitu pula untuk penilaian kerja, contohnya promosi 
jabatan. Pegawai yang dipromosikan juga dilihat dari latar belakang 
pendidikannya. Jika pendidikannya dimanfaatkan dengan baik sehingga 
berpengaruh terhadap prestai kerjanya, maka pegawai tersebut akan 
mudah mendapatkan promosi jabatan”60. 
 
Begitupun dalam birokrasi pemerintah, pendidikan pegawai merupakan 
salah satu kriteria yang dinilai dalam memperoleh jabatan yang tinggi. Untuk 
ASN/PNS perempuan di Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri  banyak yang 
mendapatkan pendidikan. Dari tingkat SLTA sampai S1, pegawai perempuan 
yang mendapatkan pendidikan lebih mendominasi. Untuk lebih jelasnya berikut 
dipaparkan dalam tabel 8 mengenai tingkat pendidikan pegawai Pemerintah Kota 
Banda Aceh. 
Tabel 4.5: Jumlah ASN/PNS Kota Banda Aceh 
 Berdasarkan Jenjang Pendidikan  
Jenjang Pendidikan 
2015 2016 2017 
Lk Pr Lk Pr Lk Pr 
S3 1 0 1 0 1 0 
S2 138 196 136 148 147 156 
                                                                   
60
 Wawancara hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 pukul 11.10 WIB. 
55 
 
 
 
S1 924 2255 658 1526 627 1554 
D IV 30 35 29 36 20 36 
D III 119 336 96 302 95 344 
D II 41 345 29 286 24 222 
D I 5 69 5 64 3 60 
SLTA 609 618 539 546 515 498 
SLTP 53 3 44 3 37 3 
SD 19 2 17 3 17 3 
Jumlah 1939 3859 1554 2914 1486 2876 
Persentase 33% 67% 35% 65% 34% 66% 
Grafik 4.4: Jumlah ASN/PNS Kota Banda Aceh 
Berdasarkan Jenjang Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh 
Jika kita lihat dari tiga tabel dan grafik di atas, memang jumlah pegawai 
perempuan di Kota Banda Aceh yang berlatar pendidikan dari SLTA sampai S2 
lebih mendominasi daripada pegawai laki-laki. Namun jumlah yang banyak 
tersebut tidak menunjukkan bahwa pegawai perempuan yang mendapatkan 
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promosi jabatan lebih banyak pula. Hal tersebut dikarenakan ada yang 
menghambat mobilitas ASN/PNS perempuan dalam mendapatkan promosi 
jabatan, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab faktor penghambat 
mobilitas dalam promosi jabatan pegawai perempuan. 
3) Prestasi Kerja 
Kompetensi yang bagus didukung oleh pendidikan yang baik, dan 
keduanya akan membentuk karakter yang telaten yang kemudian dalam dunia 
kerja seorang pegawai yang memiliki karakter telaten tersebut akan berpengaruh 
terhadap prestasi kerjanya. Jadi faktor ketiga yang mendukung mobilitas pegawai 
perempuan dalam mendapatkan promosi jabatan adalah prestasi kerja yang 
dihasilkan oleh pegawai tersebut. 
Prestasi kerja pegawai bisa dinilai dari pengalaman kerja pegawai. 
Penilaian prestasi kerja tersebut dinilai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 
dua tahun terakhir. Pegawai yang cukup berpengalaman dalam bekerja akan 
menghasilkan kinerja yang baik. Sehingga dengan dicapainya kinerja yang baik 
tersebut, seorang pegawai mempunyai kesempatan dalam mendapatkan promosi 
jabatan.  
2. Faktor Eksternal 
1) Loyalitas 
Hubungan kekerabatan dengan pihak pimpinan organisasi juga bisa 
mempercepat mobilitas seorang pegawai dalam mendapatkan promosi jabatan. 
Hubungan kekerabatan tersebut juga didukung oleh loyalitas pegawai terhadap 
pimpinan. Sehingga pimpinan lebih mengetahui siapa saja pegawai yang loyal 
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dengan prestasi yang bagus sehingga bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan 
promosi jabatan. 
2) Politik 
Faktor politik juga dapat mempercepat seorang pegawai untuk 
mendapatkan promosi jabatan dalam menduduki jabatan eselon. Politik disini 
bermaksud dimana yang mendapatkan promosi jabatan merupakan seseorang 
yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pimpinannya. Hal ini juga 
didukung dengan kondisi psikologis seorang pegawai dalam mengembangkan 
karirnya. Kondisi psikologis tersebut berupa sifat “agresif” dan sifat “pasif” yang 
ada pada seorang pegawai. Seorang yang bersifat “agresif” lebih berani 
melakukan lobi-lobi dalam mengembangkan karirnya, sedangkan yang 
mempunyai sifat “pasif” lebih cenderung diam dan mengikuti alur kenaikan 
jabatan secara formal. 
 
4.2.2 Faktor Penghambat Mobilitas dalam Promosi Jabatan Pegawai 
Perempuan 
 Faktor penghambat bersifat kebalikan dari faktor pendukung. Dalam 
mobilitas sosial, faktor ini merupakan dinding yang menghambat kenaikan karir 
seseorang. Jika dikaitkan dengan mobilitas karir perempuan, faktor ini dikaitkan 
dengan fenomena glass ceiling. Yaitu sebuah fenomena dimana perempuan 
mempunyai peluang dalam kenaikan karirnya akan tetapi ada penghalang yang tak 
terlihat yang membuat mereka terhambat dalam mendapatkan peluang tersebut. 
Setelah melakukan penelitian, di birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh, ada 
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beberapa faktor yang menghambat mobilitas ASN/PNS perempuan dalam 
kenaikan jabatan mereka. Terutama dalam mendapatkan atau menduduki jabatan 
struktural atau jabatan yang menyebutkan mereka sebagai pemimpin. Faktor-
faktor yang menghambat tersebut juga terdiri dari faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal yang menghambat mobiltas promosi jabatan merupakan 
faktor yang berasal dari dalam ruang lingkup instansi atau birokrasi pemerintah 
yeng bersangkutan. Sedangkan faktor eksternal yang menghambatnya merupakan 
faktor yang berasal dari luar ruang lingkup instansi atau birokrasi pemerintah 
yeng bersangkutan.   
1 Faktor Internal 
1) Kurangnya Pengalaman Kerja 
Kurangnya pengalaman kerja menyebabkan seorang pegawai mempunyai 
satu kekurangan dalam penilaian  untuk mendapatkan promosi jabatan. 
Kurangnya pengalaman kerja tersebut disebabkan karena seorang pegawai tidak 
cakap dalam menjalankan tugasnya sehingga berakibat pada kinerja yang buruk. 
Sehingga dia hanya bertahan pada jabatan yang sama setiap dilakukan penilaian 
kinerja. Proses promosi jabatannya pun menjadi terhambat karena tidak 
dipercayakan dalam menduduki jabatan eselon. 
2 Faktor Eksternal 
1) Persepsi Gender 
Perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada 
gender. Dimana perbedaan gender yang berkembang mempengaruhi persepsi 
setiap individu. Namun setelah melakukan penelitian dan wawancara, dalam 
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birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya dalam promosi jabatan gender 
tidak tertalu berpengaruh dalam karir ASN/PNS pegawai perempuan. Bisa kita 
dari jumlah ASN/PNS perempuan yang ada di Kota Banda Aceh yang lebih 
banyak dari pegawai laki-laki. Hal tersebut juga didukung karena adanya 
kesetaraan gender yang diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 
9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. 
Akan tetapi masalah kesetaraan gender ini hanya mempengaruhi persepsi 
pegawai dalam kedudukan pegawai perempuan di jabatan sebagai pimpinan 
tinggi. Begitupun yang dikatakan oleh Ibu Nova Indriani, SKM sebagai Kabid 
Kesetaraan Gender di BP3AP2KB Kota Banda Aceh. 
“Seperti yang diketahui bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki 
dan perempuan. Namun dalam hak mendapatkan pekerjaan, masalah 
gender tidak terlalu mempengaruhi karir pegawai perempuan. Buktinya 
sudah banyak perempuan yang menjadi pegawai, bahkan di Kota Banda 
Aceh pun jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. 
Secara ketenagakerjaan itu bisa dikatakan sudah ramah gender. Berarti 
dalam hal pengarusutamaan gender sudah diimplementasikan di birokrasi 
Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun yang menjadi masalah dalam hal 
kesetaraan gender ini adalah bagi pegawai perempuan yang menduduki 
jabatan tertinggi atau jabatan pemimpin. Mindset masyarakat Aceh yang 
tidak membiarkan perempuan meniti karir terlalu tinggi mempengaruhi 
kenaikan karir pegawai perempuannya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh 
budaya atau culture kita di Aceh”61. 
 
2) Budaya dan Agama 
Kondisi daerah Aceh dengan sebutan “Seuramoe Mekkah” berpengaruh 
terhadap budaya Aceh yang terkenal dengan Syariat Islam. Jika dinilai 
berdasarkan agama, maka perempuan dilarang untuk menjadi seorang pemimpin. 
Apalagi pimpinan dengan status sosial yang tinggi dan memimpin para laki-laki. 
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Hal ini juga merupakan salah satu penilaian yang menyebabkan promosi jabatan 
terhadap pegawai perempuan terhambat.  
Peristiwa ini pernah terjadi pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota Banda Aceh pada tahun 2017 yang lalu. Dimana calon kandidat perempuan 
pada saat itu dikalahkan dengan argumen yang menyatakan bahwa perempuan 
tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Jabatan ASN/PNS dalam sebuah instansi 
dengan jabatan wali kota tentu berbeda. Jabatan yang disandang ASN/PNS dalam 
instansi disebut jabatan struktural atau eselon, sedangkan untuk jabatan wali kota 
disebut jabatan politik. Akan tetapi, yang menjadi masalah yang sama adalah 
bahwa untuk menduduki jabatan seorang pemimpin pendapat agama masih 
menjadi penilaian. 
3) Keluarga 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan-informan pegawai 
perempuan di DP3AP2KB Kota Banda Aceh dan BKPSDM Kota Banda Aceh, 
mereka mengatakan dari pihak keluarga tidak ada yang menentang pekerjaan 
mereka. Akan tetapi yang menghambat pekerjaan mereka karena peran ganda 
yang mereka pikul, dimana mereka harus membagi waktu untuk keluarga dan 
pekerjaan karena keduanya merupakan tanggungjawab yang harus diselesaikan.  
Begitupun yang disampaikan oleh Kepala Pengelola Kepegawaian 
BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu Ibu Wardhiati, A. Md. 
“Seacara pribadi, keluarga sendiri tidak melarang dalam pekerjaan ini dan 
mendukung untuk bekerja. Akan tetapi jika dihubungkan dengan peluang 
dalam menduduki jabatan eselon, mungkin benar kebanyakan pegawai 
perempuan sedikit terhambat apalagi yang sudah menikah. Mereka harus 
menyelesaikan dua pekerjaan dan dua tanggungjawab yaitu di rumah dan 
di tempat ia bekerja. Secara pribadi saya memerlukan waktu selama enam 
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belas tahun bisa menduduki jabatan sebagai pengelola kepegawaian di 
bawah sub bagian umum kepegawaian dan aset”62. 
 
Peran perempuan yang sudah menikah dalam sebuah keluarga merupakan 
peran seorang ibu. Dalam hal ini keterhambatan pekerjaan mereka salah satunya 
disebabkan karena masa cuti melahirkan, dimana mereka harus mengurus 
keluarga atau anak mereka selama masa cuti tersebut. Sehingga pekerjaannya 
selama cuti pun ikut terhenti. Hal ini lah yang menyebabkan seorang pegawai 
perempuan mempunyai peran ganda atau beban ganda. Beban ganda merupakan 
beban kerja yang dijalani oleh perempuan sebagai ibu rumah tangga dan juga 
sebagai pekerja publik
63
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
1. Dalam birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh, jumlah ASN/PNS pada tahun 
2015 mencapai 5798 orang, tahun 2016 mencapai 4469 orang, dan pada tahun 
2017 mencapai 4341 orang. Dari jumlah tersebut ASN/PNS perempuan lebih 
mendominasi daripada ASN/PNS laki-laki. Jika dipersentasekan, jumlah 
ASN/PNS perempuan dari tahun 2015 sampai 2017 mencapai 65% sampai 
67%. Sedangkan untuk laki-laki hanya setengah persen dari perempuan yaitu 
sekitar 33% sampai 35%. Akan tetapi dengan jumlah yang dua kali lipat lebih 
banyak dari pegawai laki-laki, jumlah pegawai perempuan yang menduduki 
jabatan eselon masih tergolong rendah. Pada jabatan Eselon II dan III dari 
tahun 2015 sampai 2017, jumlah pegawai perempuan hanya berkisar 21% 
sampai 23% merupakan perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah 
pegawai laki-laki yang mencapai 77% sampai 79%. Pada jabatan Eselon IV 
dan V jumlah pegawai perempuan mencapai 46% dan hanya berbeda 8% saja 
dengan pegawai laki-laki yang mencapai 54%.  Sedangkan pada jabatan non 
eselon lebih didominasi oleh ASN/PNS perempuan yang mencapai jumlah 
70% sampai 71%, sedangkan untuk pegawai laki-laki hanya berkisar antara 
29% sampai 30%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di birokrasi 
Pemerintah Kota Banda Aceh, dalam menduduki jabatan eselon pegawai laki-
laki lebih mendominasi daripada pegawai perempuan yang lebih banyak 
menduduki jabatan non eselon atau jabatan fungsional baik sebagai fungsional 
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guru, fungsional kesehatan, dan fungsional lainnya. Semakin tinggi jabatan 
eselon, semakin rendah jumlah ASN/PNS perempuan yang dudukinya. 
Semakin rendah jabatan eselon, semakin tinggi jumlah ASN/PNS perempuan 
yang mendudukinya. Inilah yang disebut dengan peristiwa glass ceiling atau 
peristiwa langit-langit kaca, dimana pegawai perempuan mempunyai peluang 
dalam menduduki jabatan struktural akan tetapi ada dinding yang 
menghalanginya. 
2. Setelah melakukan penelitian, penyebab perempuan tidak banyak dalam 
menduduki jabatan eselon ternyata ada beberapa faktor yang menghambat 
mobilitas ASN/PNS perempuan dalam mendapatkan promosi jabatan untuk 
menduduki jabatan eselon. Faktor penghambat tersebut terdiri dari faktor 
internal yaitu kurangnya pengalaman kerja. Sedangkan dari faktor eksternal 
disebabkan karena persepsi gender, budaya dan keluarga yang berlaku dalam 
masyarakat Aceh. Namun demikian, ada juga faktor yang mendukung 
mobilitas ASN/PNS perempuan dalam mendapatkan promosi jabatan untuk 
menduduki jabatan eselon. Faktor pendukung tersebut juga terdiri dari faktor 
internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal ada faktor kompetensi, latar 
belakang pendidikan, dan prestasi kerja. Sedangkan dari faktor eksternal 
adalah loyalitas pegawai terhadap pemimpin. Dari faktor penghambat dan 
pendukung mobilitas ASN/PNS perempuan dalam mendapatkan promosi 
jabatan, tidak hanya berdasarkan aturan undang-undang semata. 
 
 
64 
 
 
 
5.2 Saran 
1. Promosi jabatan memegang peranan penting dalam manajemen kepegawaian 
atau manajemen sumber daya aparatur. Promosi yang baik dan benar tersebut 
dipengaruhi pula oleh perencanaan manajemen kepegawaian yang baik dan 
benar pula Karena semakin tepat pemerintah dalam melaksanakan manajemen 
kepegawaian dan pengelolaan aparatur negara, maka kegiatan apapun yang 
bersangkutan dalam ranah kepegawaian akan berlangsung sesuai dengan 
tujuan yang ingin dicapai. Begitupun dengan promosi jabatan, khususnya 
untuk pegawai perempuan. Diharapkan Pemerintah daerah khususnya 
Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyesuaikan promosi jabatan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih dengan UU Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dimana dalam pelaksanaan manajemen 
kepegawaian termasuk promosi jabatan harus berorientasi pada hasil analisis 
jabatan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan kerja dan instansi yang 
bersangkutan. Agar pegawai yang dipromosikan berkualitas, produktif, 
kompeten, dan mempunyai karakteristik pribadi sesuai dengan pekerjaan yang 
diemban. Dalam menentukan pegawai yang akan dipromosikan diharapkan 
pihak yang melaksanakan proses promosi agar tidak membedakan suku, 
agama, ras dan golongan serta tidak diskriminasi gender. Hal tersebut 
dimaksudkan agar dalam proses mendapatkan promosi jabatan menerapkan 
prinsip objektifitas dan selektifitas. Sehingga proses promosi jabatan untuk 
jabatan struktural dalam birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh pun mampu 
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menumbuhkan rasa berkompetisi secara sehat bagi seluruh pegawai dalam 
rangka meningkatkan kemampuannya dan memberikan pelayanan terbaik bagi 
masyarakat. 
2. Penelitian ini hanya melihat bagaimana proses mobilitas sosial ASN/PNS 
perempuan dalam mendapatkan promosi jabatan khususnya jabatan struktural 
di birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian berikutnya diharapkan 
dapat memberikan perbandingan dalam terjadinya mobilitas sosial yang terjadi 
terhadap ASN/PNS perempuan dan laki-laki. Sehingga kita dapat melihat 
perbedaan antara keduanya. Serta kita dapat mengetahui apa saja faktor yang 
dapat mendukung dan menghambat proses mobilitas sosial khususnya dalam 
proses promosi jabatan yang berlaku terhadap ASN/PNS laki-laki. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
Nama informan : 
Umur informan : 
Pekerjaan/jabatan : 
 
 
1. Sejak tahun berapa ibu bertugas di badan/dinas ini? 
Jawab: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................... 
 
2. Apakah ibu bertugas di badan/dinas ini dari semenjak diangkat sebagai PNS? 
Jawab: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................... 
 
3. Apa jabatan yang ibu sandang saat ini?  
Jawab: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................... 
 
4. Sebelumnya ibu menjabat sebagai apa? 
Jawab: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................... 
 
5. Butuh waktu berapa lama untuk ibu dalam mendapatkan jabatan yang ibu duduki saat ini? 
Jawab: 
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
6. Di tahun-tahun berapa saja ibu menduduki jabatan struktural/eselon? 
Jawab: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................... 
 
7. Apakah jabatan yang ibu sandang saat ini atau jabatan yang pernah ibu duduki didapat 
dari promosi jabatan? 
Jawab: 
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
8. Bagaimana proses ibu mendapatkan promosi tersebut? Adakah syarat atau kriteria yang 
dinilai untuk mendapatkan promosi tersebut? 
Jawab: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................... 
 
9. Di Pemerintah Kota Banda Aceh, jumlah ASN/PNS perempuan mencapai dua kali lipat 
dari jumlah ASN/PNS laki-laki. Namun yang menduduki jabatan struktural/eselon lebih 
banyak pegawai laki-laki. Bagaimana pandangan ibu terhadap peristiwa tersebut? 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................... 
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